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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah 

memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pelayanan di bidang 

pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui 

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah, telah melaksanakan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat Sumatera 

Selatan yaitu Program Sekolah Gratis (PSG). 

Program sekolah gratis merupakan program yang bertujuan untuk meringankan 

beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya 

operasional sekolah yang telah dijelaskan pada Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 2009 

Bab II Pasal 3. Dana program sekolah gratis bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan 

dana sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. 

Besarnya dana sharing program sekolah gratis sebagaimana  dihitung secara proporsional 

berdasarkan besaran jumlah siswa di setiap kabupaten/kota. 

Sebagai dasar hukum pelaksanaan program sekolah gratis Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Sumatera Selatan, yang kemudian 

diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang perubahan kedua 

atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009. 
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Terbitnya peraturan daerah ini telah sesuai dengan  Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Selanjutnya sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Program Sekolah Gratis,  

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 

2009 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang 

pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di Provinsi Sumatera Selatan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa banyak aktivitas di sekolah yang 

dapat dibiayai oleh program sekolah gratis, oleh sebab itu penyaluran dana program 

sekolah gratis tidak boleh terlambat dalam setiap periode pencairannya. Berikut tata urutan 

kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan sekolah gratis :  

Gambar. 1 Tata Urutan Kebijakan Yang Mengatur Tentang  

Penyelenggaraan Sekolah Gratis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  

Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 

Tentang Pendanaan Pendidikan  

Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005  

Tentang Standar Nasional Pendidikan dan diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 dan diubah lagi dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
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Sumber : diolah oleh penulis  

 

Dalam melaksanakan program sekolah gratis setiap penyelenggara harus 

memperhatikan bahwa PSG merupakan sarana penting untuk perluasan  kesempatan dan 

peningkatan mutu pendidikan, PSG harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa yang 

putus sekolah karena tidak mampu membayar sumbangan/pungutan yang dilakukan oleh 

sekolah, dan PSG harus menjamin mutu lulusan untuk dapat melanjutkan ke jenjang 

pendidikan berikutnya.  

Kota Palembang adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang sudah 

dari awal ikut serta dalam melaksanakan kebijakan program sekolah gratis. Pelaksanaan 

kebijakan program sekolah gratis di Kota Palembang dilaksanakan pada tahun 2009 setelah 

diberlakukannya Perda dan Keputusan Gubernur yang berkaitan tentang penyelenggaraan 

program sekolah gratis pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan dan diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan   

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 

Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah  

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program 

Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan dan diubah dengan Peaturan 

Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Sekolah 

Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan 

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan dan 

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan 
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Pelaksanaan kebijakan program sekolah gratis di kota Palembang sudah  

berdampak  cukup positif karena sudah ada perubahan pada angka putus sekolah pada 

tahun 2017 angka putus sekolah sebesar 0,75 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 1,02 

persen. Walaupun persentasenya turun, jika dihitung dari total 300 ribu siswa, artinya 

masih ada sekitar 2250 anak di tingkat SMA yang putus sekolah. Kondisi pencapaian APK 

dan APM dapat dilihat pada grafik dibawah ini.  

Gambar.2  Kondisi pencapaian APK dan APM Pendidikan Kota Palembang 

 

Sumber : apkapm.data.kemdikbud.go.id 

Pelaksanaan Program Sekolah Gratis di Kota Palembang , dilaksanakan oleh 

SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta, tetapi seluruh SMA Negeri di kota Palembang 

wajib mendapatkan dana PSG yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 42 
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Tahun 2017 Pasal 7 Ayat 1 yaitu semua sekolah negeri wajib menerima dana PSG, dana 

PSG tersebut diberikan bukan hanya untuk siswa miskin tetapi seluruh siswa yang 

bersekolah di sekolah negeri mendapatkanya, dana PSG tersebut tidak diberikan langsung 

kepada siswa tetapi pihak sekolah yang mengaturnya untuk operasional sekolah. Dana PSG 

juga diberikan ke sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang ada di masing – masing 

sekolah di kota Palembang.   

Dana PSG diberikan langsung dari tim manajemen Provinsi kepada pihak sekolah 

dan pihak sekolah menyalurkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi 

Sumatera Selatan. Tata tertib pengelolaan Program Sekolah Gratis dilaksanakan pada 

tingkat tim manajemen Provinsi, tim manajemen Kabupaten/Kota dan tim manajemen 

sekolah SMA/SMK/MA. Adapun tata tertib pengelolaan tim manajemen sekolah, yaitu :  

1. Tim manajemen sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : a) 

Menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa, b) Melaksanakan penyelenggaraan PSG 

sesuai pedoman pelaksanaan dan arahan  tim manajemen, c) Mengadakan evaluasi 

penyelenggaraan PSG , d) Melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan 

PSG sesuai dengan kewenangnnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Tim manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan 

     maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar. 

3. Pengelolaan dana PSG dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan  

    mengumumkan besaran dana PSG yang diterima di papan pengumuman sekolah. 

4. Tim manajemen sekolah tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang 

    terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah, baik yang berasal dari dana 

    program sekolah gratis maupun dari sumber lain.   
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Berikut tabel jumlah sekolah SMA/SMK/MA baik Swasta maupun Negeri yang 

ikut melaksanakan Program Sekolah Gratis di Kota Palembang.   

Tabel. 1 Jumlah SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta di Kota Palembang yang ikut 

melaksanakan program sekolah gratis  

No. Pendidikan 

Tahun 

2017- 2018 

1. SMA Negeri 
23 

2. SMA Swasta 
81 

3. MA Negeri 
3 

4. MA Swasta 
15 

5. SMK Negeri 
9 

6. SMK Swasta 
85 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

 Tabel tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya perubahan jumlah sekolah 

dari tahun 2017-2018 SMA Negeri di Kota Palembang ada 23 sekolah yang mengikuti 

pelaksanaan program sekolah gratis, SMA Swasta di Kota Palembang ada 81 sekolah yang 

mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, MA Negeri di Kota Palembang ada 3 

sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, MA Swasta di Kota 

Palembang ada 15 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah gratis, SMK 

Negeri di Kota Palembang ada 9 sekolah yang mengikuti pelaksanaan program sekolah 

gratis, dan SMK Swasta di Kota Palembang ada 85 sekolah yang mengikuti pelaksanaan 

program sekolah gratis. Berikut nama – nama Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di 

kota Palembang :   

Tabel. 2 Nama – Nama SMA Negeri di Kota Palembang 
No Nama Sekolah Jumlah Siswa  Kecamatan 

1 SMA Negeri 1 Palembang* 1.334 Ilir Barat 1 

2 SMA Negeri 2 Palembang 1.090 Ilir Barat 1 

3 SMA Negeri 3 Palembang* 1.233 Kemuning 
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4 SMA Negeri 4 Palembang* 881 Plaju Ulu 

5 SMA Negeri 5 Palembang* 924 Ilir Timur II 

6 SMA Negeri 6 Palembang* 1.044 Kemuning 

7 SMA Negeri 7 Palembang 813 Kalidoni 

8 SMA Negeri 8 Palembang* 1.042 Seberang Ulu II 

9 SMA Negeri 9 Palembang 1.177 Kertapati 

10 SMA Negeri 10 Palembang 1.441 Ilir Barat 1 

11 SMA Negeri 11 Palembang 1.401 Ilir Barat 1 

12 SMA Negeri 12 Palembang 699 Gandus 

13 SMA Negeri 13 Palembang 1.167 Sukarami 

14 SMA Negeri 14 Palembang 876 Sako 

15 SMA Negeri 15 Palembang 620 Ilir Timur I 

16 SMA Negeri 16 Palembang 920 Sako 

17 SMA Negeri 17 Palembang* 1.199 Sukarami 

18 SMA Negeri 18 Palembang* 893 Ilir Timur II 

19 SMA Negeri 19 Palembang 1.275 Seberang Ulu I 

20 SMA Negeri 20 Palembang 778 Gandus 

21 SMA Negeri 21 Palembang 972 Sukarami 

22 SMA Negeri 22 Palembang 1.082 Alang-alang Lebar 

23 SMA Negeri Olahraga Sriwijaya Palembang 88 Seberang Ulu I 

Keterangan * :  sekolah unggulan   

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

 

Di dalam  Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 pada pasal  6  telah diatur 

bahwa (1) dana PSG diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap  tahunnya, yang 

disalurkan secara periodik setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga 

bulan yaitu : a. Periode Januari- Maret, b. periode April – Juni, c. periode Juli – September 

dan d. periode Oktober – Desember. (2) Penyaluran dana PSG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan pada awal bulan setiap periode oleh Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Dan besaran biaya PSG untuk SMA, MA, dan 

SMALB per siswa pertahun adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua jauta seratus ribu rupiah) 
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berasal dari dana BOS APBN sebesar RP. 1.400.000,- dan dana APBD Provinsi RP. 

700.000,- . Dan setiap disalurkan secara periodik setiap tiga bulan satu siswa mendapatkan 

dana sebesar RP. 700.000,-  

Dalam pelaksanaan program sekolah gratis, biaya yang meliputi pelaksanaan PSG 

yang  telah disebutkan, jika berjalan dengan baik terhadap sekolah SMA/SMK/MA baik 

negeri maupun swasta dalam pelaksanaan berarti sekolah tersebut telah berhasil 

melaksanakan Program Sekolah Gratis, jika salah satu atau lebih dari komponen terhadap 

biaya ataupun pelaksanaan Program Sekolah Gratis yang  telah disebutkan tidak terlaksana, 

maka masih adanya  permasalahan pada pelaksanaan kebijakan Program Sekolah Gratis 

tersebut baik permasalahan tersebut terjadi pada pihak tim manajemen tingkat Provinsi, tim 

manajemen Kabupaten/Kota, ataupun pada tim manajemen tingkat sekolah yaitu 

SMA/SMK/MA negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.   

 Dari banyaknya jumlah SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta di kota 

Palembang yang telah ikut melaksanakan kebijakan Program Sekolah Gratis dari tahun 

2009 hingga sekarang, maka penenlitian ini akan mengambil Sekolah Menengah Atas 

Negeri dikarenakan telah di jelaskan Pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 

Pasal 7 Ayat 1 yaitu semua sekolah negeri wajib menerima dana PSG. Disini penulis 

mengambil penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan mengambil 

contoh dari dua SMA Negeri di kota Palembang yang telah melaksanakan Program 

Sekolah Gratis, SMA Negeri tersebut yaitu SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri 

19 Palembang. SMA Negeri 15 Palembang merupakan SMA di daerah ilir kota Palembang 

yang memiliki jumlah siswa paling sedikit dan SMA Negeri 19 Palembang merupakan 

SMA di daerah ulu kota Palembang yang memiliki jumlah siswa paling banyak.  

 Sebagian Program Sekolah Gratis di SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri 

19 Palembang telah berjalan cukup baik, tetapi pelaksanaan Program Sekolah Gratis di 
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SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri 19 Palembang masih terdapat beberapa 

permasalahan terhadap proses implementasi-nya. Adapun permasalahan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan Program Sekolah Gratis SMA Negeri 15 Palembang dan SMA Negeri 

19 Palembang adalah karena belum adanya keterbukaan dana Program Sekolah Gratis 

yang di dapat melalui tim manajemen tingkat Provinsi atau tim manajemen tingkat 

Kabupaten/Kota yang dananya di salurkan kepada tim manajemen sekolah,  bahwa yang 

seharusnya dana tersebut dapat dilihat para siswa/siswi dengan jumlah penggunaan dana 

Program Sekolah Gratis di sekolah tersebut yaitu melalui papan pengumuman sekolah dan 

masih adanya pemungutan biaya ekstrakulikuler yang seharusnya biaya tersebut telah di 

tanggung di dalam penggunaan dana PSG.  

  Pada Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Program Sekolah Gratis Di Provinsi Sumatera Selatan  bab IV pasal 20 ayat 3 menjelaskan 

bahwa pengelolaan dana program sekolah gratis dilakukan secara transparan dan akuntabel 

dengan mengumumkan besaran dana PSG yang diterima di papan pengumuman sekolah. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat melihat kebijakan Peraturan Gubernur 

Nomor 42 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah gratis di SMA 

Negeri di kota  Palembang. Harapan peneliti menginginkan agar hasil penelitian ini bisa 

berguna untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan ini dan dapat berguna 

sebagai bahan studi untuk peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini.   

B. Rumusan Masalah  

Penulisan penelitian ini mebahas tentang program sekolah gratis di  kota Palembang 

dan dapat disimpulkan rumusan masalah penelitian,  yaitu : 

Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan sekolah gratis tingkat Sekolah 

Menengah Atas Negeri di Kota Palembang tahun 2017-2018? 

 



10 
 

 

C. Tujuan Penelitan  

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana 

implementasi kebijakan program sekolah gratis di Kota Palembang. sehingga di harapkan 

penelitian ini mampu memberi solusi dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat kota 

Palembang, khususnya mengenai pelaksanaan program sekolah gratis pada tingkat 

SMA/SMK/MA di kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan serta 

menambah pengetahuan yang berguna untuk mengembangkan ilmu 

administrasi negara dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan 

kinerja pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan yang dibuat. 

2.  Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai 

implementasi kebijakan program sekolah gratis di kota Palembang. Selanjutnya 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak berkepentingan 

untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan program sekolah 

gratis.



 
 

11 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku :  

Abidin, Said Zainal.2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.  

Agustino, Leo .2017. Dasar- Dasar Kebijakan. Jakarta : Alfabeta. 

Creswell, John W 2016,  Research Design Pendekatan Metode Kualitati, Kuantitatif, Dan      

        Campuran, Yogyakarta : Pustaka Pelajar   

Jones, Charles O. 1977. An introduction to the study of public policy (third edition.  

        Montery,California : Brooks/cole publishing company. 

  

Murnadi, Barnawi. 2011. Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan. Yogyakarta: AR-RUZZ   

         MEDIA  

Nugroho, riant. 2014. Public policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo  

Purwanto,  Erwan Agus , dan Dyah Ratih Sulistyastuti . 2015. Implementasi Kebijakan 

          Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 

Singarimbun, Masri Dan Sofian Effendi. 2006. Metode Penelitian Survey (Editor).  Jakarta : 

          LP3ES.   

Sugiyono .  2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

          R&D. Bandung : Alfabeta.  

Syafiee, Inu Kencana.2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT Rineka Cipta. 

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : Media 

         Pressindo. 

 

Peraturan Perundangan :  

 

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

PenyelenggaraanProgram  Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan 

Keputusan Gubernur Nomor 198/Kpts/Disdik/2018 Tentang Pembentukan Tim 

Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 

2018 



 
 

12 
 

Sumber lain – lain : 

Andriani Nita.2014. Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. Jurnal 

kebijakan publik (online) vol.5 No.1 (diakses pada 24 Maret 2019 ) 

 

 

Nugraha, A.F.2014.Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak    

                        Huni (Rs-Rtlh) di Kota Serang. Skripsi ilmu sosial dan ilmu politik (online, 

                      diakses pada 24 Maret 2019 ) 

 

 Yusuf, N.F. 2017 Implementasi Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (Studi 

                     Pada Madrasah Aliyah Negeri Ciparay Kabupaten Bandung).  Jurnal 

                      Administrasi Negara (Online), Vol.2, NO.1 (diakses pada 24 Maret 2019 ) 

                      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


